
Mengingat 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 

Menimbang 

"'..:: ---~-' ..... -- 
OUPATI CIL.ACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PE;RATURAN BUPATI Cll...ACAP 

NOMO~l ~ ~ TAHUN 2019 

TE:NTANG 

PETUNJUK TEKNlS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERlTAHUAN PAJAK 
TERUTANG DAN DAFTAR HlMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATl!:N CfLACAP 

DENG AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ CIL.ACAP, 

a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 61 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah di Kabupaten Cilacap sebagairnana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap, 
menyebutkan bahwa setiap bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan 
.kecuali kawasan yang digunakan untuk, kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut 
pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib 
Pajak, perlu adanya petunjuk teknis dalam pendistribusian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurur a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Di Kabupaten Cilacap; 



Oalam Peraruran Bupati lni, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Bupati adalah Bupati Cilacap. 
3. Pcmenntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemcnntahan Daerah yang menumpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN P~:RDESAAN DAN PERKOTAAN DI 
KABUPATEI'. Cll..ACAP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang Undang Nomor 28 Tnhun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rcruang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik tndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kcdua Alas 
Undang-Undong Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tohun 2015 Nomor 58, Tombahan Lernbaran 
Negoro Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah l\omor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Carn Pemungutan Pajak Doerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik [ndonesia Nomor 6322): 

8. Peraturan Daerah Kabupatcn Cilacap Nomar 18 Tahun 
20 IO ten tang Pajak Dae rah di Kabupaten Cilacap 
(Lembo.ran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 
18, Tambahan Lembaron Daerah Kabupaten Cilaeop Nomor 
57) sebagrumana telah beberopa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 18 
Tahun 2018 tentang Perubohw, Kedua Aias Peraturon 
Daerah Kabupaten Cilocap Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah oi Kobupaten Cilacap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tohun 2018 Nomor 18, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Cilocap Nomor 167); 

9. Peraturen Daerah Ka bu paten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dao Susunan Peraogkat Daerah 
Kabupaten Cilacap [Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahao Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 134); 



4. Badan Pendapatan Pcngelolaan Kcuangan dan Asel Daerah, yang selanjurnya 
disingkat BPPKAO adalah Badan Pondapatan Pcngelolaan Kcuangan dan Asel 
Daerah Kabupatcn Cilacap 

5. Bank adalah bonk pcrncgang rekcmng Kas Umum Doerah atau bank yang 
dltunjuk olch Bupau 

6. Kas Umum Dnernh nduluh rcmpat p< nyirnpnnun unng daerah yang dirent ukan 
oleh kepnln dnernh untuk mcunmpung seluruh pcncrimaan ducrah rlan 
rncmbuvar scluruh pcugelunrnn drll'rnl1, 

7 Pnjak Dneruh vnng selnnjumyn tlnwl.Jtll pnjak, ndaluh koruribusi wajib kcpada 
dacrah , ang ierutung olch orang prlbarli arau baden yang bcrslfar mernuksa 
berdasarknn undnng undnng dcngan lidak mcndapat irnbalan sccara iangsung 
dan drgunakan unmk keperluun duerah bagi scbcsar-besarnya kemakmuran 
rakvat 

8 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan data 
objek dan subjck pajak. penentuan besarnya pajak yang terutang saropai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak. 

c Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang sclanjutnya 
dismgkat PBB P2. adalah pajak atas burni dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai. dan/atau dimanfaalkan olch orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang cligunakan unruk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pcrtarn bangan. 

10 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
seria taut. 

11 Bangunan adalah konsrruksl teknik yang ditanam atau drlekatkan secara tctap 
pads tanah dan/atau pcrairan pedalaman dan/alau laut, 

12 Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diatasnya melekat hak-hak 
aras tanah yang cliarur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 teruang 
Peraruran Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

13- Subjek Pajak adalah orang pribadi alau badan yang dapal dikenakan pajak, 
14 Wajib Pajak adalah orang pribadi at.au baden, meliputi pembayar pajak, 

pernorong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15 Nomor Objek Pajak selanjutnya dislngkat NOP, adalah nomor yang diberikan 
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakanya. 

16. Pajak yang ierutang adalah pajak yang harus dibayar pads suatu saai, dalam 
rnasa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai 
kerenruan peraturan peru.ndang-undnngan pcrpajakan daerah. 

17 Masa Pajak adalah jangka wakru l (satu) bulan kalender arau jangka wakru 
yang lain yang diarur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi wajlb pajak yang menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun kalender. 
kecualt bila wajib pajak menggunakan 1ahun buku yang tidak sarna dengan 
tahun kalender 

19 Surat Pem~ntahuan Ohjek Pnj11k, yHnf.: sc·lonJltUl) a dismgkat SPOP adalah 
1,urat yang d1gunakan oleh woJ1b pojnk untuk met11porkan data subjek pajak dan 
objt·k PBB P2 ~csuu1 kcte111wu1 pl'111turnn pt•ntndan& undnngan perpnjokan 
dm,rah 

20. Lamp1ru.n Surat Pemberiwhu11n Ohjt•k P1\j11k, y11ng st'lanJutnyn d1singknt LSPOP 
adnloh surnt yang dtguna.kon oieh w,ljil.i paJnk untuk meluporknn data objek 
bangunan PBB J>2 sesuru kctentuon perutu111n perundang undangon perpajakan 
daerah. 

21. Surat Setoran PaJak Dae, ah, yang selanJutnya SSPD adalah surat yang 
d.igunakan untuk pembentahuan besamya PBB P2 yang terulang kepada Wajib 
Pajak. 
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Diundangkan di Cilacap 
pada tan l r1 2 1 IJG 2019 

Agar seuap orang mengetahuinya. memerinrahkan pengundangan Peraturan Bupau 
uu dengan penempaiannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Pasal 3 

( l I Petunjuk T<"k111s Pcndrstnbusmn Surat Pcmbcntahuen Pajak Tcrutang d,111 
Dattnr Himpunau 1,<'lt'tnpan Pajak Burm dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkorann di lvabupaten Cilacap, sebagarmana rercant um de Jam Larnpirun 
Peraturan n\\pau mr. 

2 Pcndrstnbusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar 1-hmpunan 
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) . mclrputi : 
a. pendistribusian melalui kecamatan; 
b pendisrribusian langsung kepada wajib pajak. 

l'usnl 2 

BAB II 
PF.NDISTRlBUSlAN 

22 Surat Pl·mbrnlnhunn Pnjak Tr11111111g, ,nng M'ln11ju1nyn ch1Hngkal SJ>PT adalah 
surat vang digunnkan u111 uk Jlt'mh,·111nll11.1n lw~m1v11 l'nf3 P2 ynng rerutang 
kepada \\ ajib pa.1nk 

23 Dafter lhmpunan l,<'l<'!(tpnn PRJuk, vang selanjutnva dtsingka: OJ IKP adalah 
daltai lnrnpunan I ang mcrnuat rlntn nama wajib pajak, lf'tak objek pajak, NOP, 
besar serta pembavaran pajak u-ruiang vang drbuat per dcsa/kelurahan 



A. Pendistribusian Melalui Kecamatan: 
1. Kepala BPPKAD menugaskan Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan 

Penetapan untuk mengoordinasi pclaksanaan Pendistribusian Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan 
Pajak (DHKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Pcrdcsaan Dan Pcrkotaan 
Kabupaten Cilacap kepada kecamatan untuk diteruskan kepada wajib 
pajak rnelalui desa/kelurahan. 

2. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan. Penetapan mcnugaskan 
kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah untuk mcmpersiapkan dan melaksanakan Pendistribusian SPPT 
dan DHKP PBB P2 kepada kecamatan untuk diteruskan kepada wajib 
pajak rnelalui desa/kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kcrja 
sejak Cetak Massa! SPPT dan DHKP PBB P2 selesai. 

3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusl Daerah 
dengan dibaruu Pelaksana Sub Bidang Pclayanan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mempersiapkan dan mendistribusikan SPPT dan DHKP 
PBB P2 kepada kecamatan untuk diteruskan kepada Wajib Pajak melalui 
Desa/Kelurahan. 

4. Carnal mcncrima SPPT dan DHKP PBB P2 di wilayah kcrjanya untuk 
kemudian diteliti atau dicek bersarna dengan perangkat kccamatan. 

5. Carnal dan Kepala BPPKAD menandatangani Serita Acara Serah Terirna 
SPPT dan DHKP PBB P2. 

n. ALUR PENDISTRlBUSlAN. 

I. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 
I. Kepala BPPKAD; 
2. Sekretaris BPPKAD; 
3. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penctapan pada BPPKAD; 
4. Kasubid Pclayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BPPKAD; 
5. Pelaksana pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
6. Camat; 
7. Perangkat Kecamatan; 
8. Desa/Lurah; 
9. Pcrangkat Desa/Lurah. 

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRJBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN CILACAP 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI CJLACAP 
NOMOR "1 • TAHUN 20 l 9 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PF:NDISTRIBUSIAN SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK T8RUTANG DAN 
DAFTAR lllMPUNAN KETETAPAN PAJAK PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KABUPATEN CILACAP 
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8. Pendistribusian Langsung Kepada Wajib Pajak 
l. Kepala BPPKAD menugaskan Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan 

Penetapan untuk mengoordinasi pelaksanaan Pendistribusian Surat 
Pernberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan/atau Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Cilacap secara langsung kepada wajib pajak dalam 
ha!: 
a. Pcndistribusian SPPT PBB P2 yang Wajib Pajaknya bcrada di luar 

wilayah Kabupaten Cilacap dengan pajak terutang/keseluruhan 
pajak ierutang di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

b. Pcndistribusian SPPT PBS P2 yang Wajib Pajaknya bcrada di wilayah 
Ka bu paten Cilacap dengan pajak terutang sebesar Rp l 00.000.000,00 
(seratus juta rupiah) atau lebih, untuk sctiap Wajib Pajak. 

c. Pcndistribusian SPPT dan DHKP PBS P2 bagi Wajib Pajak mcnara 
telekomunikasi. 

2. Kepala Bidang Pcndaftaran Pendataan dan Penctapan menugaskan 
kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi 
Oaerah untuk mcmpcrsiapkan dan mclaksanakan Pcndistribusian SPPT 
dan DHKP PBS P2 kepada wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak Cetak Massa! SPPT dan DHKP PBB P2 selesai. 

3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah clan Rctribusi Dacrah 
dengan dibantu Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah clan 
Retribusl Daerah melakukan inventarisasai wajib pajak sebagaimana 
dimaksud dalarn angka 1 huruf a, huruf b clan huruf c. 

4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah clan Rerribusi Dacrah 
menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah untuk mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada 
Wajib Pajak secara langsung dengan disertai tanda ierirna yang 
ditandatangani wajib pajak atau perwakilan wajib pajak, 

} oum er <ACAPI 

~TATTO S O PAMU,ll 

6. Camai rnerrugaskan perangkar kecarnatan untuk mcndistribusikan SPPT 
dan DHKP PBS P2 kepada desa/kclurahan untuk ditcruskan kcpada 
wajib pajak. 

.. 


